BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 42. TAHUN 2017
TENTANG

TUGAS DAN URAIAN TUGAS JABATAN STAF AHLI BUPATI BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang :a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan

Mengingat

L

Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Utara serta Peraturan Bupati Barito Utara
Nomer 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara,
dipandang perlu menetapkan Tugas dan Uraian Tugas
Jabatan Staf Ahli Bupati Barito Utara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, Tugas dan Uraian Tugas Jabatan Staf Ahli
Bupati Barite Utara perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Barito Utara;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai
Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor B Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat
II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daergh Tingkat
It di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1.
2,

Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito
Utara.

Bupati adalah Bupati Barito Utara.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Barito Utara.

Staf Ahli Bupati adalah tenaga yang ditugaskan untuk
membantu Bupati dalam melaksanakan tugas yang berasal
dari Pegawai Negeri Sipil.

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Stal Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Staf Ahli Bupati befjumlah paling banyak 3 {tiga) orang,
(3) Stal Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat {2)

membidangi:

a, Bidang Hukum dan Politik;

b. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan; dan
c. Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Bagian Kedua
Tugas
Paragraf 1

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik

Pasal 3

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas
memberikan kajian penyeimbang, telaahan, pendapat, saran

dan masukan kepada Bupati atas berbagai permasalahan dan
kebijakan daerah di bidang hukum dan politik.
















